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SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 avat (3), Pasal

30 avat (6], Pasal 31 avat {4}, Pasal 33 avat (3}, Pasal 34 ayat

(3) dan Pasal 35 ayat (2) FPFeraturan Daerah
T

Provinst
Kalimantan Timur Nomor |

ahun 2012 tentang Retribusi
Jasa  Umum, maka agar dapat dilaksanakan secara
berdayaguna dan berhasilguna maka cdipandang perlu
menetapkan  Peraturan  Gubernur  tentang  Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinst Kalhimantan Timur
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribust Jasa Umum;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah Otonom Provins: Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kahmantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
11006]J;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  lentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomar 7o. Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 38511

3 Undang-Undang Nomor |7 Tuhun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4286);

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembuaran Negara Republilk
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kedua
Atas Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemcrintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomaor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),



o

5. Undang-Undang Nomor 335  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerntahan Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  {Lembaran  Negara  Republik
Indonesta Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 4438);

6. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara  Repulik
Indonesta Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomaor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 rentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Repulik [ndonesia Nomor 5015);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Neguara FRepublik Indonesia Nomor
5234);

10.Peraturan Pemerintah Nomaor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90)

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4428}

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20035 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593},

13 Peraturan Pemerintah Nomor 3% Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antar Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daecrah
Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737},

14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119},
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15 Peraturan Daerah Provinst kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provins: Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

16. Peraturan Daerah Provins: kalimantan Timur Nomor |

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum  {Lembaran
Dacrah Provins: Kalimanten Tunur Tahun 2012 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimalksud dengan :

I Daerah adalah Provins: Kalimantan Tumur.

2.  Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah Provins: Kahmantan Timur dan Dewan Perwakilan

Rakyal Dacrah Provinst Kalimantan Timur menurul asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat
Daerah sebagalr unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjuinyva discbut DPRD, adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Provins: Kalimantan Timur,

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi Lugas tlertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan vang dibentuk
oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan persetujuan bersama
Gubernur Kalimantan Timur.

8. Perawuran Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

9 Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinst Kalimantan Timur.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yvang merupakan
kesatuan, baik vang mclakukan usaha maupun vang tidak melakukan
usaha vang meliputi perseroan terbatas.  perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negaral (BUMN], atau Badan
Usuha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpu‘lan,.
yayasail, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisas
Jainnya, lembaga dan bentuk padan lainnva termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis. pengobatan,
rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lamnnya.
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Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelavanan kesehatan kepada
sescorang dalam rangka observasi, diagnosis. pengobalan atau pelayanan
lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan. rawat darurat maupun-rawa_t
mnap.

Tarif Retribust adalah nilar rupiah atau persentasi terlentu  yang
ditetapkan untuk menghitung hesarannya rctribusi terhutang.
Penggantian Biava cetak Peta adalah keseluruhan biava vang dikeluarkan
oleh Pemcrintah Daerah dalam proscs pembuatan dan penerbitan peta.
Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Dacraly, seperti peta dasar
(garig). peta poto, peta digital, peta temaule dan peta teknis (strulktur)
serta peta lainnya.

Pejabat adalah pegawal vang diben tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuail dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Pendidikan adalah pelavanan penvelenggaraan pendidikan dan
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pelatihan teknis vang dilaksanakan oleh pemerintah Dacrah.

Pengupan Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujan kendaraan
bermotor, termasuk kendaran bermotor diatas air yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah.

Jasa pclayanan tera/tera ulang dan kalibrast alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya vang sclanjutnyva discbut Jasa Pelayanan
adalah pecmbavaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibras alat-alat
ukur, takar, timbang dan perlengkapannva sesuar dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku  diselenggarakan oleh  Pemernntah
Provinsi Kalimantan Timur.

Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-landa (era sah atau
batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis
vang bertanda tera sah atau batal vang berlaku, dilakukan oleh pegawai-
pegawal  yang berhak melakukannva berdasarkan  pengupan  yang
dilakukan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannyva vang telah
ditera.

Retribust Daerah yang selanjutnya disebut retribust adalah pemungutan
Dacral sebagal pcmbavaran atas jasa alau pemberian izin terientu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemermtah Dacrah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentas) tertentu  yang
ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi terhutang

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Dacrah berupa usaha dan pelayanan
yang meyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya vang dapat
dinikmat: oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribad: atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribus: chwajibkan uniuk mc’:iakgkan
pembayaran  retribusi termasuk pemungut  atau  pemotong retribust
tertentu. ‘ _
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mular dan pcnghlm_punan
data objek dan subjek retribust, penentilan hesarnya I”&’Ii.l"lbllSl vang
Lerutang sampai kegiatan penagihan retribust kepada Wajb Retribus)
serta pengawasan penyetorannya. ‘ .
Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah. N
Surat Pemberitahuan Retribusi Dacrah, yung selanjutnya disingkat
SPTRD adalah surat yang digunakan oleb Wajib  Retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembavaran  Retribust vang terutang
menurul Peraturan Retribust,
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Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaran  kegiatan  untuk
memperoleh data/informast serta penatausahaan yvang dilakukan oleh
petugas retribust dengan cara penyampaian STRD kepada Wajnb Retribusi
untuk diisi secara lengkap dan benar.

Surat Setoran Retribust Dacrah, vang selanjutnva disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penvetoran retribusi vang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah mclalui tempat pecmbavaran yang ditunjuk oleh Gubernur,

Surat Ketetapan Retribust Dacrah vang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keretapan Retribust vang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi vang terutang.

Surat  Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih  Bavar, vang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribust vang menentukan
jumlah kelebithan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar deari pada retrnibusi vang lerutang alau seharusnva tdak
terutang, '

Surat Tagithan Retribusi Dacrah, yang selanjuinva disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan reiribust dan/atan sankst administratif
berupa bunga dan /fatau denda,

Pcmbayaran Retribusi Daerah adalah besarnva kewajnban yang harus
dipenuhi oleh Wajib Retribust sesuar dengan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah dan Surat Tagthan Retribusi Dacrah ke Rekening Kas Dacrah atau
ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas wakiu vang telah ditentukan.
Penagihan Retribust Dacrah adalah serangkaian  keglatan pemungutan
Retribusi Daerah yang diawall dengan penvampeadan surat peringatan,
surat teguran vyang bersangkutan melaksanakan kewajiban  untuk
membayar retribust scsual dengan jumlall retribust vang terutang.

Utang Retribusi Dacrah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib
Retribusi vang tercantum pada Surat Tagihan Retribust Dacrah, yang
belum kedaluwarsa dan reinbus) laimnnyva yang masih terutang.
Pemeriksaan adalah serangkwaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sccara objekul dan
profesional berdasarkan suatu  standar pemeriksaan  untuk menguyjl
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tyjuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peratiiran perundang-undangan
Retribust Daerah.

[nsentil pemungutlan retribusi yang setanjutnya dischut insenul adalah
tambahan penghasilan vang diberikan scbagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribust

Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur herdasarkan pencapaian
target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka walkiu tertentu sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kedaluwarsa adalah sunatu alat untuk memperoleh scsuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya sualu wakru terrentu
dan alas syaral-syarat yang ditentulkan oleh undang-undang.

BAB 11
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribust yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum  dalam
Peraturan Gubernur (ni adalah:

o

Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

¢. Retribusi Pelayanan Pendidikan, . .
d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Atas Air: dan
e. Retribusi Tera/tera Ulang.
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BAB III
PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3
(1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur m diserahkan dan menjad) tanggung
jawab Kepala SKPD Pemungul vang bertugas dan bertanggung jawab

untuk:

a. melakukan inventarisasi objck Retribusi,

b. mengusulkan Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan

Penerima Pembantu yvang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

melaksanalkan pemungutan dan penvetoran Retrnibusi,

d. melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan punguian Retribusi;
dan

e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampal dengan huruf d kepada Gubernur dan Dinas
Pendapatan Daerah.

]

(2) Dinas Pendapatan Daerah selaku kovordinator pemungutan
bertugas untulk :

a. mclakukan evaluasi pelaksanaan pungutan Retribusi bersama dengan
SKPD Pecmungut, dan

Retribusi

b, menvampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur,

BAR IV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan
penundaan pembayaran Retribusi meliputi

a. pendaftaran dan pendataan Objek Retribusr,

b. penetapan Retribusti;

c. pembayaran Retribusi; dan

d. pembukuan dan pelaporan Retribusi.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

Pasal 5

(1 Wajib retribusi yang memperoleh pelayvinan Retribusi dart Pemerintah
Daerah wajih mendaftarkan dan mengist formulir SPTRD atau dokumen
lain  yang dipersamakan = atau mengajukan  sural  permohonan
berdasarkan jenis Objek retribusi.

(2)  Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berdomisih di
Daerah atau di luar Dacrah.

(3) Formulir SPTRD atau dokumen lain vang dip@rsam;.\k'an atau surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas,
lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon_a_r.au kuasanya
dan dikembalikan kepada pcrugas, schagal bahan mengisi Dafrar Induk
Wajib Retribusi berdasarkan nomor incuk.

(4) Bentuk formulir SPTRD  atau  dokumen  lam  yang chpersamakan
schbagaimana dimaksud pada ayal (1], scbagaimana tercantum dalam
lamp-iran I merupakan baglan vang udak terpisahkan dan Peraturan
Gubernur ini



Pasal 6

Jangka wakt pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain vang
dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayal (3) paling lambat 3 (uga) hari kerja terhitung scjak penerimaan formulir
SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau sural permohonan oleh
Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 7

(1}  Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat
permohonan scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 avat (1). ditetapkan
Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Apabila terjad: kelalalan dan/atau keterlambatan penyampaian kembali
SPTRD atau dokumen lain yvang dipersamakan darit Wanb Retribusi,
maka SKPD yang melakukan pemungutan Retribust menerbitkan SKRD
secara Jabatan dengan ketetapan sesual ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(3)  Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dara baru dan/atau
data yang semula belum terungkap vang menyebabkan penambahan
jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(4]  Bentuk dokumen lamn yang dipersamakan scbagaimana dimaksud pada
avat (1) ditctapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.

(9) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangaini oleh petugas penelapan yang
ditunjuk oleh Kepala SKPD Pemungut.

(B) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [[ merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur int.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 8
(1 Pembayaran Retribust harus dilakukan sccara tunal/lunas.

(2)  Pembayaran Retnbusi dilakukan di - tempat pelavanan Retribusi
diberikan.

(3) Jatuh tempo pembayaran Retribust paling lambar 2 (dua) han kerja dan
selambat-lambatnya 15 (lima Dbelas] harn  kerja so-Lelah‘ tanggal
SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yvang dipersamakan ditcrbitkan.

(4)  Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipcrsamak'an‘
Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima
daﬁ/a[an Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT
Pemungut.
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(10)

Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu
pada  SKPD dan  UPT  Pemungut membuat  Tanda  Bukt
Pembavaran/Buku lain  vang salh untulc diberikan  kepada Wajib
Retribusi,

Bendaharawan Penerima paling lambat 1 i(satu] hart sejalkk uang kas
diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas
Dacrah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sedangkan
Bendaharawan Penecrima Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja
bertkutnya, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening
Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur,

Penyctoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakulkan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Sctoran.

Dalam hal pembavaran dilakukan ditempal lain vang ditunjuk, maka
hasil penerimaan Retribusi harus disctor ke FHekening Kas daerah paling
fambat | [satu) har kerja terhitung sejalk penerimaan Retribust.

Apabila pembavaran Retribust dilakukan sctelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimalksud pada ayat {3), maka dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) dengan mencrbitkan STRD.

Setiap SKPD  Pemungut wapb menatausahakan  penerimaan  dan
penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembavaran Retribusi
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Bentuk, formulir Tanda Buku Pembayaran dan Surat Tanda Setoran
sebagaimana dicantum dalam lampiran [l merupakan bagian yang udak
terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Kepada SKPD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan [zin
pembavaran secara angsuran maupun penundaan poinbayaran kepada
Wajib Retribusi dengan alasan vang dapat dipertanggung jawabkan.

Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun
penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Permmungut.

Pasal 10

Pemberian izin pembayaran secara angsuran scbagaimana dimaksud
dalam pasal 9 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua kali
pembayaran dalam jangla walktu paling lama 30 (tga puluh} hart sejak
diterbitkan SKRD.

Pemberian izin pembavaran sccara angsurar sebagaimana dimaksud
pada avat (1] diberikan atas ketetapan Retribust  senilar  diatas
Rp. 1.500.000,- (satu Juta luma ratus ribu rupiang.

Pemberian izin penundaan pembayvaran Retribus sebagaimana dimaksud
dulam pasal 9 avat (1) hanya diherikan selama 14 [empat belas) hari kerja

sejak diterbitkan SKRD.

Pemnberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana _dir_nalgsud
pada pasal 9 ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilar diatas

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
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Bagian keempat
Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 11

(1) SKPD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD., SKRD Secara
Jabatan, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan

(2) Arsip dokumen yang telah dicatat tersendin untuk sctiap jenis dan
disusun secara berurutan sesual tanggal penerbitan dan nomornya.

(3)  Pembukuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi penetapan,
penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis Retribusi dan secara
berkala dibuatkan laporan penetapan. realisasi penerimaan, penyeloran
dan tunggakan per jenis Retrnibust.

Pasal 12

Laporan Penetapan, rcalisas: penerimaan, penyctoran dan tunggakan per jenis
Retribusi  sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3} diawur sebagai
berikut :

a. bendaharawan penerima pembantu UPT Pemungut yang melakukan
pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 [dua] bulan
berikutnya wajib menvampaikan laporan bulanan dart hasil penetapan,
realisast penerimaan, penyctoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang
dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada SKPD dan tembusan laporan
kepada UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;,

b. bendaharawan penerima pada SKPD Pemungut sctiap bulan paling lambat
tanggal 4 (empat) bulan bertkutnya waph menyampaikan laporan bulanan
dari hasil penectapan, realisasi pcnerimaan, penvetoran dan tunggakan per
jenis Retribus: yang dikelola kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinst Kalimantan Timur dengan tembusan laporan kepada Dinas
Pendapatan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur:

c. Kepala Dinas Pendapatan Dacrah Provinst Kalimantan Timur paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporhan penerimaan Retribust
dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada
Gubernur.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

Kepala SKPPD dan UPT Pemungut dapat mencerbitkan STRD atau dokumen lain
vang dipersamalkan apabila :

a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRID Secdra Jabatan dan
SKRDKBT setelah jatuh tempo pembavaran tidak dibavar,

b. Dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan
terdapat kekurangan pembayaran scbaga akibat salah tulis dan/atau salah

hitung;

c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrast berupa bunga.
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Pasal 14

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai
tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribust dikeluarkan
setelah 7 {tujuh) hary sejak tanggal jatuh tempo pembavaran.

jate]

segera

Dalam  jangka waktu 7  f{twuh) harl  setelah
Teguran/Pcringatan/Surat Lain vang scjenis, Wajib
melunast Retribusi yang terutang.

tanggal  surat
Retribusi harus

Surat  Teguran/Peringatan/Surat  lain  vang  scjenis  scbhagaimana
dimaksud pada ayat (1} dikeluarkan oleh Kepala SKPD dan/atau UPT
Pemungut.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur dapal memberikan
keringanan, pengurangan dan pembebasan retribust kepada Wajib
Retribusi setelah mendapat saran pertimbangan darn kepala SKPD
Pemungut.

Pemberian pengurangan dan keringanan sechagaimana dimaksud pada
ayat (1} dapat dibertkan 20 70 (dua puluh persen) dart jumlah keletapan
Retribusi.

Tata cara permnberian keringanan, pengurangan dan pecmbebasan retribusi
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

Tata cara pecmberian  Keringanan, pengurangan  dan  pembebasan
Retribusi melalur permohonan dart Wajb  Reuwrbust kepada SKPD
Pemungut, selanjutnya SKPD Pemungut membuat saran pertimbangan
kepada Kepala Dinas Pendapatan Dacrah Provins: Kalimantan Timur.

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tga) tahun rerhitung scjak saat tcrutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribust melakukan undakan pidana di
bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimaria dimaksud pada ayat (1]
tertangguh jika .

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b, ada pengakuan utang Retribus dar Wajih Retrnibusi, batk langsung

maupun tdak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada
ayat (2] huruf a. kedaluwarsa penagihan terhitung scjak tanggal
diterimanya Sural Teguran terscbut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung scagaimana dimaksud pada
avat (2] hurul b adalah Wajib Reuribusi dengan  kesadarannya
rﬁenyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belurm melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
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Pengalkuan utang Retnibusi  secara  tdok  langsung  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] hurul b dapal diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atan penundaan pembavaran dan permohonan
keberatan oleh Wanb Retribust.

Pasal 17

Piutang Retribust yang tudak mungkin dnagih lagi karcna hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kepala SKPD dan/atau Satuan Kerja yvang melakukan pungutan
Retrnibusi  Daerah mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penghapusan pilutang Retribusl vang sudalh kedaluwarsa sebagaimana
dimalksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau
Keputusan Gubernur.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD dan UPT
Pemungut dalam pengelolaan Insentf pemungutan.

Kepada SKPD dan UPT Pemungul vang melaksanakan pemungutan
Retribusi Daerah dapat diberikan msenufl sebesar 3 Yo (tiga persen) dari
Rencana Penerimaan Retribusy.

Besaran [nsenuf ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun yang berkenaaan dan dyabarkan secara triwulan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut.

Perhitungann  besaran  persentaslt  pencapaian  rencana  penerimaan
Retribust per triwulan sebagal dasar pembayaran insentf ditetapkan oleh
Kepala SKPD Pemungut. Dan Insentif dapat dibayarkan sctclah mencapal
rencana penerimaan Retribusi dan masuk triwilan.

Besaran insentil vang dibavarkan kepada pejabat dan pegawar SKPD
Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

BAB IX
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 19

Permnaniaatan dari penerimaan masing-masing jenis Rewrthusi dintamakan
untuk mendanal  kegiatan  yang  berkaitan  langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan vang bersangkutan.

Kepala SKPD Pemungut membuat — alokasi pemanfaatan penerimaan
Retribusi  sesual ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
berlaku.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pelaksanaan  pungutan  Retribusi  Pelayanan  Tera/Tera  Ulang
dilaksanakan selama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota belum
melakukan pelayanan tera/tera ulang.

SKPD melaksanakan kewenangan penuh atus pelavanan tcra/tera ulang
sesual Peraturan Daerah termasuk melaksanakan sistem kerja sama
dengan Kabupaten dan Kota.

Hasll pencerimaan jasa pelavanan biaya tera/tera ulang kalibrasi alat-

alat ukur, takar, umbang dan periengkapannya didistribusikan sebaga

berikut :

a. 70 % {tyuh puluh persen] kepada Pemermtah Provinst sebagal
penvandang dana pengelolaan laboratornium kemetrologian: dan

h. 30 % (tiga puluh persen) kepada Pernerintah Kola/Kabupaten sebagal
tempat beradanya UTTP yang dibernikan jasa pelayanan lehnis
laboratarium kemetrologian.,

Bentuk formulir laporan Tunggakan Retnibusi Daerah, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran Retribust Dacrah, Laporan Ketetapan
Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribust Daerah dan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran [V, V, VI, VII
dan VIII merupakan bagian vyang udak terpisahkan dalam Peraturan

Gubernur int.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulal berlaku, scomua ketentuan Peraturan
Gubernur yang lama Dberkaitan langsung dengann Petunjulk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Tetang Retribusi Jasa Umum, dinvatakan udak berlaku.

Pasal 22

Pelaksana leknis pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD
Pemungut.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di indangkan.
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Agar sctiap orang mecngetahumya, memerntahkan pengundangan Peraturan
Gubernur 1n1  dengan penempatannva dalam  Berita Daeralh  Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Me1r 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

red

Diundangkan di Samarinda DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
pada tanggal 21 Meil 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
ted

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BJRO HUKUM,

H. SUROTO, SH

PEMBINA TK. |
Nip. 19620527 198503 1 006



LAMPIRANI : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
S
Nomor dan tanggal
Masa Retribusi
TTahun Retribusi

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD}/PERMOHONAN

Kepada Yth :

.......................................

Yang bertanda tangan dibawah ini kamz :
Nama/I[nstansi

Luas/Jumlah
Penggunaan Untuk
Jangka waktu

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesual

Perda Retribusi Provinsit Kalimantan Timur Nomor ... Tahun 2011 Tentang
Retribust ... serta menanggung penggantian segala biava-biaya yang

diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-
sanksi sesuai dengan ketentuan pcrundang-undangan vang berlaku terhadap saya
atau yang saya beri kuasa.

Kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih

Diterima tanggal

Dikembalikan tanggal.
Wajlb Retribusi

Keterangan :
Lembar | “Untuk SKPD Pengelola
Lembar II - Untuk Wajib Retribusi
Samarinda, 21 Mei 2012
Salinan sesuai dengan aslinya GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA Bl HUKUM, tch

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUROTO, SH

PEMBINA TK. |
Nip. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN II :  KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

% PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
T SKP D
%@ SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD
i _l

Nomor Ketetapan dan tanggal .
Bulan dan Tahun

A. WAJIB RETRIBUSI
1. Nama e
2. Instansi R
3. Alamat e

B. OBJEK RETRIBUSI
1. Jenis Retribust o
2. Lokast e

C. KETETAPAN RETRIBUSI
Jumlah ketetapan Retribusi Rp. o
Yang harus dibayar.

Dengan hUrUl

D. PEMBAYARAN
1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima
Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah
dan/atau UPT SKPD.
2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % per bulan.
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 {dua) har setelah tanggal SKRD/SKRDKB

diterbitkan.
Kepala SKPD/UPT.. ...
Keterangan :
Lembar | - Wajib Retribusi
Lembar |1 © Seksi/pelugas yang menangani retribusi
Lembar 111 C Arsip.

Samarinda, 21 Mei 2012
Salinan sesual dengan aslinya GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUROTO, SH
PEMBINA TK_ |
Nip 19620527 198503 1 006




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH PROVINS{ KALIMANTAN TIMUR
SKPD

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Tanda terima dari Wajib Retribust

1. Nama /Instansi
2. Alamat
3. Jumlah SR

Dengan Huruf

4. Untuk membayar @ Retribust ...
(Dasar Perda Nomor .................. Tahun 2011)

5. Nomor dan Tanggal SKRD

6. Objek retribusi

Wajib Retribusi Bendaharawan
Penerima/Bendaharawan
Penerima Pembantu.

Keterangan :

Lembar I : Wajib Retribusi

Lembar il - Bendaharawan Penerima/Penernma Pembantu.
Lembar 11l : Seksi/petugas yang menangani retribusi

Samarinda, 21 Mei 2012

Salinan sesuai dengan aslinya GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,
tid

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUROTO, SH
PEMBINA TK |
Nip. 19620527 198503 1 006




LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH ]

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SKPD
LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN ... U
SKPD/UPT oot
= — = p= \J_ A A—I\_i?/:\ L | —= = B = i . = = = -
| JENIS \U‘GQISLJ NG KETETAPAN JUMLAH TAGIHAN PENERIMAAN TUNGGAKAN
PUNGUTAN — = - - . KETERANGAN
o -t QﬁlﬁK.% _Rp OBJEK Rp. OBJEK | Rp 1 OBJEK |  Rp. OBJEK Rp.
| i i 5 3 | 4 | 5 | 6=-2+4 %_ G 8 1 9 10-6-8 | 11-7-9 | 12
\ | | |
!
i i l \ |
| | | |
JUMLAH ) ; l = i 2 | }
KEPALA SKPD/UPT . .. ...
Lembar | . Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
Lembar Il - Kepala Dispenda Prov Kalum
Lembar Il - Arsip.

Samarinda, 21 Mei 2012

Salinan sesuai dengan aslinya GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA Bl HUKUM,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUROTO, SH

PEMBINA TK. I
Nip 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PE
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM RATURAN DAERAH PROVINSI

FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUS] DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3 SKPD oo
@;@ LAPORAN . PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN
i | PENERIMAAN - PENYETORAN T s
JENIS PUNGUTAN S/D BULAN | | JUMLAH S/D | S/D BULAN | JUMLAH S/D_| o i
| B LALU ~ NULANINE |5 i LA[ i l BULAN INI l BULAN IN/ % KETERANGAN
2 3 —_ | o i 7 / J 9 | 10 i
| ' | —
| | | {
|
1 I S ‘ _ | S _ | |
‘ JUMLAH - ] _ | S | ] 1 =

KEPALA SKPD/UPT

Lembar | - Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
Lembar I - Kepala Dispenda Prov Kaltim/Kabit Retribusi.
Lembar HI - Arsip.

Samarinda, 21 Mei{ 2012

Salinan sesuai dengan aslinya GUBERNUR KAI
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM {MANTAN TIMUR,

KEPALA Bl HUKUM,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUROTO, SH
PEMBINA TK |
Nip. 19620527 198503 1 006




LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH -

w PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
@ LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
oY) BULAN : ... e
SKPD « o
No | JENIS PUNGUTAN JUMLAH S/D BULAN YANG | ~ BULAN ’ JUMLAH S/D BULAN [N] .~ KETERANGAN |
o taru . — _ | 1
i | - OBJEK | Rp. ~ OBJEK g Rp i OBJEK I ~ Rp. |
] 2 __ 3 4 ] | 6 | 7 N i —
| i |
|
| .
' |
| JUMLAH j = _ [ ! i i f / -
KEPALA SKPD/UPT. ...... ... ...
Lembar | - Kepala SKPD Pengelota Pendapatan
Lembar [l - Kepala Dispenda Prov Kalum
Lembar I - Kepala Bidang Retribusi dan PLL
_ _lembar IV ___ : Arsip. el _ = — o P
Salinan sesuai dengan aslinya Samarinda, o -
] i | GUBERNUR KALIMAN
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM TN TIMER,
KEPALA BIRO HUKUM, tid
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. |

Nip. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

*x PEMERINTAIT PROVINSI KAIIJMANTAN TIMUR
o S 8 S P D

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
Nomor Tagihan dan tanggal :
Bulan dan Tahun

A, WAJIB RETRIBUSI
1. Nama :
2. Instansi
3. Alamat

B. OBYEK RETRIBUSI
L. Jenis RelriDUST |
2. Lokasi

C. TAGIHAN RETRIBUSI
Jumlah Tagihan Retribusi Rp. ...
Yang harus dibayar.
Denda (2%) R
Jumlah Keseluruhan Rp.o o U
Dengan hurufl

D. PELMBAYARAN
Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu
pada SKPD yang mclakukan pemungutan Retribusi Dacrah dan/atau UPT SKPD.

Keterangan :

Lembar | : Wajib Retribusi

Lembar 11 . Seksi/petugas yang menangani retribusi
Lembar [l . Arsip.

Samarinda, 21 Mci 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan asiinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM rd
KEPALA BIR@® HUKUM,
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUROTO, SH

PEMBINA TK. |
Nip. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG
BAYAR (STRDKB)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSL DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB)
Nomor STRDKB dan tanggal :
Bulan dan Tahun

A WAJIB RETRIBUSI
1. Nama :
2. Instans:
3. Alamat

B. OBYEK RETRIBUSI
1. Jenis Retribusi :
2. Lokasi

C. STRDKB

Jumlah Tagihan Retribusi Rp. ...
Yang harus dibayar.

Kurang Bayar R
Denda (2%) Rp.
Jumlah Keseluruhan Rp.

Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalur Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Pencrima Pembantu
pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.

Keterangan :

Lembar 1 : Wajib Retribusi
Lembar [l - Seksi/petugas yang menangani retribusi

Lembar I . Arsip.

Samarinda, 21 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA Bl HUKUM, ud

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUROTO, SH

PEMBINA TK. |
Nip. 19620527 198503 1 006



